
      BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LatarBelakang 

Pembangunan merupakan salah satu hal yang penting yang menjadi  

permasalahan pokok di Indonsesia, terutama pedesaan. Masyarakat desa 

khususnya bagian terpencil sangat minim akan pembangunan karena belum 

adanya perhatian dari pemerintah. Berbicara tentang pembangunan desa, maka 

pasti tidak terlepas dengan adanya dana desa atau keuangan. Dengan adanya 

pembangunan infrastruktur yang tepat didalam sebuah desa dapat menambah 

keinginan masyarakat agar dapat lebih maju dan bisa bersaing dengan desa-desa 

lainnya agar bisa menjadi desa yang terbaik dimata negara. Dalam hal ini perlu 

adanya campur tangan pemerintah dan juga kepala desa yang cerdas dalam 

mengeluarkan kebijakan-kebijakan terhadap pengeluaran dana desatersebut. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi dengan paradigma 

interpretif sebagai payung penelitian, yaitu pendekatan yang menjabarkan kondisi 

atau ojek penelitian sebagaimana kejadiannya. Dilihat dari fenomena sekarang ini 

mengenai dana desa, terdapat anggapan bahwa dana desa banyak disalah gunakan 

dalam hal pengalokasian. Hal tersebut dapat juga dilihat dari berbagai media surat 

kabar, televisi, radio, bahkan media lain seperti internet. Untuk mengantisipasi hal 

ini kita harus bijak dalam menelaah berita yang benar terjadi disebuah daerah. 

Baru-baru ini terjadi lagi yang marak diperbincangkan disosial media tentang 

dana desa yang digunakan oleh aparat desa untuk pernikahan menyebabkan 

banyak masyarakat yang terprovokasi dengan adanya pemberitaan tersebut. 



 
 

Masyarakat meminta kepada pihak berwajib untuk mengusut tuntas masalah ini 

karena bagi mereka dana di desa itubukan milik pribadi melainkan digunakan 

untuk kepentingan masyarakat desa dan kepentingan bersama dalam membangun 

desa. 

Hal ini sejalan dengan pemerintah mengesahkan undang-undang nomor 6 

tahun 2014 tentang dana desa. Undang-undang ini mengatur kewenangan bagi 

pemerintah desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintah dan kepentingan 

masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik 

Indonesia.Dalam undang-undang ini menjelaskan bahwa desa diberikan 

kesempatan untuk memperbaiki desanya sendiri dalam hal ini pembangunan 

infrastruktur agar masyarakat desa bisa lebih sejahtera dan maju.Pernyataan ini 

sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fhatimatuz Zehroil 

Batul(2018)“ dengan adanya dana desa setidaknya pembangunan infrastruktur 

harus lebih dinominalkan lebih besar agar dapat membantu masyarakat desa yang 

minim akan pembangunan tetapi alangkah baik juga harus memperhatikan 

pembangunan ekonomi yang kreatif seperti pembinaan terhadap petani’’  

Tidak hanya dalam perhatian pemerintah terhadap desa semakin hari semakin 

meningkat, tetapi pasti ada juga desa-desa yang masih kurang pembangunannya, 

hal ini membuat masyarakat desa menjadi masa bodoh dan kurang inisiatif untuk 

membangun desanya menjadi berkembang dan sejahtera. Jika pembangunan desa 

terus terabaikan akan membuat masyarakat kurang berpartiipasi dalam hal 

pembangunan, mereka akan masa bodoh dan tidak mau melakukan apa-apa. 

Kalau ini terus berlangsung maka pembangunan bukan saja tidak efektif,akan 



 
 

tetapi sasaran pembangunan tidak akan tercapai. 

Seperti pada kondisi diatas tentunya tidak terlepas dari peran pemimpin dalam 

sebuah desa. Pemimpin atau kepala desa bukan hanya orang nomor 1 

disebuahdesa akan tetapi dia juga dijadikan panutan oleh warganya. Pemimpin 

harus mencerminkan sikap dan moral yang baik bahkan etika.Masyarakat desa 

kebanyakan mengikuti moral kepala desanya tersebut dalam memimpin dan 

menjalankan tugas-tugas desa dengan benar dan tepat sasaran. Jadi berjalannya 

sebuah desa tersebut dilihat dari pemimpinnya, jika pemimpinnya cerdas dalam 

mengawai aparat-aparatnya dalam menjalankan tugas desa maka desa akan 

berkembang dan masyarakatnya juga sejahtera. 

Terdapat pada salah satu desa di Luwu Utara yaitu desa Rompu kecamatan 

Masamba Kabupaten Luwu Utara.Didesa tersebut merupakan desa yang memiliki 

jumlah penduduk yang mayoritas petani. Dilihat dari masyarakat yang cerdas- 

cerdas tidak lupuk dari peran kepemimpinan kepala desanya dalam sebuah desa 

terdapat anggaran dana desa dan beliau beserta aparat desa lainnya 

mengalokasikan dana desa untuk pembangunan infrastruktur didesa tersebut. 

Dengan adanya dana desa peluang pembangunan lebih besar dalam hal ini 

memenuhi keinginan masyarakat. Meskipun didesa lain mungkin pembangunan 

infrastrukutur bukan keinginan atau kebutuhan utama mereka tetapi terkhusus 

masyarakat desa rompu lebih berfokus pada pembangunan fisik, karena akan 

membuka lapangan pekerjaan yang lebih banyak, contoh pembangunan fisik yaitu 

drainase, rabat beton, pengerasan jalan tani. Hal ini juga disampaikan oleh peneliti 

terdahulu yaitu Siti Zaki(2019)“ anggaran pemerintah yang diberikan kepada desa 



 
 

pada hakekatnya digunakan untuk meningkatkan pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat, Dana tersebut harus digunakan sebagai mestinya 

sesuai dengan keperluan setiap desa baik dalam hal pembangunan maupun 

pemberdayaan’’ Jadi dengan adanya pembangunan infrastruktur didesa tersebut 

menjadi salah satu mata pencaharian masyarakat desa karena banyak membuka 

lapangan pekerjaan karena dapat juga memberdayakan masyarakat setempat 

menjadi lebih sejahtera. Dari 100% kebijakan alokasi dana desa 70% untuk 

pembangunan infrastruktur dan 30% untuk pemberdayaan masyarakat 

desa,contoh dari pemberdayaan masyarakat desa didesa rompu yaitu BUMDES 

dan pelatihan kelompok untuk masyarakat. Bisa dilihat pada tabel 1.1 dibawah 

tentang penggunaaan dana desa. 

Tabel 1.1 Realisasi penggunaan dana desa 

 

Tahun 

Realisasi penggunaan dana desa  

Total dana desa Pembangunan 

desa 

Pemberdayaan 

masyarakat 

Modal 

BUMDES 

2015 Rp 467,560,000 Rp6,500,000 - Rp 474,060,000 

2016 Rp 673,440,000 Rp 10,900,000 - Rp 684,340,000 

2017 Rp 718,929,900 Rp 20,900,000 Rp 41,095,100 Rp 780,925,000 

2018 Rp 738,199,000 Rp 19,000,000 Rp 49,626,800 Rp 806,825,800 

2019 Rp 900,581,200 Rp4,000,000 Rp 50,000,000 Rp 954,581,200 

Sumber data: sekunder pemerintah desa Rompu (2020). 

Kesimpulan pada tabel 1.1adalah bahwa penggunaan dana desa lebih banyak 



 
 

dialokasikan pada pembangunan infrastruktur dibandingkan dengan 

pemberdayaan masyarakat. Dilihat dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 

terdapat tingkatan penggunaa dana desa yang ditujukan untuk pembangunan 

infrastruktur. Dilihat pada table diatas jumlah terendah dalam hal pembangunan 

infrastruktur terdapat pada tahun 2015 sejumlah Rp 467,560,000.Pada tahun ini 

pembangunan infrastruktur belum terlalu banyak seperti pada tahun 2019 yang 

memilikijumlahsangattinggiyaituRp900,581,200.Padatahun2015dan2016 



 
 

terdapat peningkatan kenaikan penggunaan dana desa pada pembangunan 

infrastruktur yaitu pada tahun 2016 sebanyak Rp 673,440,000, jadi tingkat 

kenaikannya itu sebanyak Rp 205,880,000, Selanjutnya pada tahun 2017 terdapat 

lagi peningkatan penggunaan dana desa dalam hal infrastruktur, jumlah 

pengeluaran pada tahun 2017 yaitu sebanyak Rp 718,929,900 , dan mengalami 

kenaikan lagi di tahun 2018 yang selisih kenaikannya yaitu sejumlah Rp 

19,269,100. Dan terdapat selisih kenaikan tertinggi pada tahun 2019 yaitu jumlah 

penggunaan dana sejumlah Rp Rp 900,581,200 , jadi selisih kenaikannya yaitu 

sejumlah Rp 162,380,300. Jadi dapat disimpulkan bahwa selalu terdapat tingkat 

kenaikan setiap tahunnya pada penggunaan dana desa dalam pembangunan 

infrastruktur. 

Dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat yaitu dengan 

dikeluarkannya kebijakan desa tentang lebih memfokuskan pada pembangunan 

infrastruktur membuat masyarakat lebih terbantu misalkan dalam hal rabat beton, 

bisa mempermudah petani mengakses jalan dengan mudah.Kebujakan tersebut 

sejalan dengan keinginan masyarakat agar lebih memfokuskan pada 

pembangunan fisik sehinggah dapat bermanfaat dan banyak membuka lapangan 

pekerjaan.Hal ini dapat menjadikan masyarakat menjadi masyarakat desa yang 

sejahtera dan dapat membangun desanya menjadi desa yang sesuai dengan 

harapan setiap masyarakat desa. Hal ini sesuai dengan kebijakan pemerintah 

daerah Luwu Utara tentang penggunaan dana desa yang tepat sesuai dengan 

kebutuhan masing- masing daerah/desa dalam hal pembangunan infrastruktur 

maupun pemberdayaan masyarakat. Dalam kebijakan tersebut pemerintah 



 
 

memberikan kebebasankepada 

 desa untuk menentukan desanya sendiri dengan dana yang telah diberikan 

digunakan sebaik mungkin sehingga tepat sasaran. Dari hasil wawancara yang 

saya dapatkan bahwa kepala desa tidak terlalu memfokuskan dana desa pada 

pemberdayaan masyarakat karena warga di desa Rompu masih kurang mental 

untuk membuat suatu yang bisa menghasilkan. Sudah beberapa kali kepala desa 

memanggil pemateri untuk memberikan pelatihan untuk masyarakat disana akan 

tetapi awalnya saja yang diterima dengan baik tapi sesudahnya tidak 

dijalankannya lagi. Hal inilah yang membuat kepala desa untuk lebih 

memfokuskan pada pembangunan infrastruktur dibandingkan dengan 

pemberdayaan masyarakat. Di desa tersebut kepala desa siap mengalokasikan 

semua dana desa untuk pemberdayaan masyarakat jika memang masyarakatnya 

mau membuat suatu produk yang bisa mereka jadikan pendapatan selain hasil 

pertanian. Tapi sayangnya masyarakat desa disana kurang mental untuk bisa 

mewujudkan hal itu. Pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan 

pembangunan non fisik juga perlu dalam sebuah desa akan tetapi, masyarakat 

yang masih kurang partisipasi dalam hal ini lebih mementingkan urusan pribadi 

dibanding harus ikut berpartisipasi dalam membangun desanya’’ Sholihatul Fitri 

(2019). Selain dalam hal pengalokasian kepala desa juga mengeluarkan 

kebijakan-kebijakan yang bisa melancarkan setiap urusan masyarakat desa 

tersebut, seperti kebijakan harus fleksibel artinya dimanapun, kapan pun beliau 

akan melayani masyarakatnya jika memang masih bisa dilayani seperti dalam hal 

tanda tangan berkas. Dan juga pelayanan harus cepat agar setiap urusan yang 



 
 

mendesak bisa dikerjakan secepatnya tanpa mengulir waktulagi. 

Hasil akhir yang diharapkan dalam penelitian ini dengan penggunaan dana 

desa yang tepat dapat meningkatkan pembangunan daerah baik itu pada bidang 

fisik maupun non fisik. Dari segi fisik meliputi pembangunan fasilitas desa seperti 

pembuatan rabat beton, aspal tani, drainase dan mushollah dan dari segi non fisik 

meliputi pemberdayaan masyarakat desa seperti badan usaha milik desa dan 

pelatihan bagi petani. Terkait hal tersebut maka terjadi permasalahan yang 

menarik untuk dibahas dan dikaji lebih dalam lagi mengenai efektivitas kebijakan 

dana desa terhadap pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, penelitian ini 

mengamati proses penggunaan dana didesa yang selama ini telah dilakukan 

apakah sudah sesuai dengan prosedur yang ada dan memiliki pengaruh terhadap 

pembangunan infrastruktur. Dimana alokasi dana desa merupakan hal utama 

dalam menunjang pembangunan desa dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat didesa Rompu. Maka, peneliti tertarik mengambil judul penelitian 

“Efektivitas Kebijakan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur di 

Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten LuwuUtara’’. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah bagaimana evektifitas kebijakan dana desa terhadap pembangunan 

infrastruktur di Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yakni untuk 

mendeskripsikan evektifitas kebijakan dana desa terhadap pembangunan 



 
 

infrastruktur di Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara. 

1.4 Manfaat Peneliti 

1. Bagi mahasiswa 

Sebagai bahan perbandingan bagi mahasiswa, peneliti atau mereka yang 

konsen terhadap idea tau pemikiran tentang evektifitas kebijakan dana desa 

terhadap pembangunaninfrastruktur. 

2. Bagi pemerintah 

Diharapkan dapat memberi gambaran mengenai evektifitas kebijakan dana 

desa terhadap pembangunan infrastruktur di Desa Rompu Kecamatan 

Masamba Kabupaten Luwu Utara. 

3. Bagi masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat 

desa mengenai dana desa agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam 

mensukseskan pelaksanaan dana desa. 

1.5 Ruang Lingkup dan BatasanPenelitian 

Untuk memperjelas masalah yang akan dibahas dan agar tidak terjadi 

pembahasan yang meluas dan tidak menyimpang,maka perlu kiranya dibuat 

suatu batasan masalah. Adapun ruang lingkup permasalahan dalam penulisan 

proposal yaitu efektivitas kebijakan dana desa dalam pembangunan 

infrastruktur di Desa Rompu Kecamatan Masamba kabupaten Luwu utara. 

Ruang lingkup yang akan dibahas yaitu peneliti memfokuskan pada 

efektivitas kebijakan dana desa dalam pembangunan infrastruktur. 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

Pada Bab dua ini akan membahas tentang beberapa konsep dasar yang menjadi 

titik tolak dari penelitian yang dilakukan. Untuk dapat lebih memahami tentang 

penelitian yang akan dilakukan,ada beberapa landasan teori yang akan menjadi 

satu kesatuan pemahaman utuh tentang fenomena yang terjadi saat ini. 

Secara sistematis, bab ini membahas, pertama yaitu tentang  pengertian desa, 

alokasi dana desa, efektivitas menurut para ahli, asas-asas pengelolaan dana desa, 

penelitian terdahulu, kerangka berfikir, dan terakhir ringkasan. 

2. 1.1 Pengertian desa 

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli 

berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa.Landasan pemikiran dalam 

mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi, 

demokratis dan pemberdayaan masyarakat. 

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang pemerintahan desa  mengenai 

desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya 

disebut desa dalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, hak 

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan 

republik Indonesia(NKRI). 
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2.1.2 Alokasi dana desa 

Salah satu pendapatan desa yang diterima oleh desa yaitu APBdesa yaitu berupa 

alokasi dana desa yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan 

daerah dan ditransferkan melalui kepala urusan keuangan desa. Dengan adanya 

alokasi dana desa, maka kebutuhan desa akan terpenuhi dalam hal pembangunan 

infrastruktur dan hal lainnya.Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 43 tahun 

2014 mengenai desa,dimana penyelenggaraan pada urusan pemerintah desa 

didanai dari APBdesa dan bantuan pemerintah desa. 

Alokasi dana desa merupakan dana yang bersumber dari dana perimbangan 

keuangan pusat dan daerah yang diperuntuhkan untuk desa dari kabupaten/kota 

yang sudah dituangkan dalam APBdesa (anggaran pendapatan belanja desa). 

Dengan adanya pemberian alokasi dana desa diharapkan mampu memenuhi 

kebutuhan desa dalam melaksanakan otonomi supaya desa dapat berkembang 

serta mampu meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan pada wilayah yang 

trategis. Adapun besaran alokasi dana desa yang diterima oleh desa yaitu 10% 

(sepuluh persen) dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil yang bersumber dari 

dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota 

dalam anggaran pendapatan dan belanjadesa. 

2.1.3 Pengertian efektivitas 

Efektivitas pada dasarnya berasal dari kata efek dan digunakan dalam istilah ini 

sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab 

dari variable lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan 

sebelumnya dapat tercapai karena adanya proses kegiatan. Menurut James 
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L.Gibson dalam harbani pasolon (2008), mengatakan bahwa efektivitas adalah 

pencapaian sasaran dari upaya bersama.Efektifitas merupakan unsur penting 

untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan didalam setiap 

organisasi, kegiatan atau proram.Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun 

sasaran seperti yang telah ditentukan. Menurut Richard M. Steers efektifitas 

memilikiukuransepertipencapaiantujuanyaituharusdipandangsebagaisuatu proses. 

Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan 

pentahapan dalam arti periodesasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa 

faktor yaitu kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit. 

Selanjutnya, intregasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu 

organisasi untuk mengadakan sosialisasi dan komunikasi dengan berbagai macam 

organisasi lainnya, intregasi menyangkut proses sosialisasi. Dan terakhir, adaptasi 

adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkupnya.  

Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja. 

Berkaitan dengan efektifitas kebijakan oleh pemerintah daerah juga disampaikan 

oleh Kurniawan (2005) efektifitas adalah kemampuan melaksakan tugas, fungsi 

dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau 

ketegangan diantarapelaksanaannya. 

Dari beberapa pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa efektifitas adalah 

suatu pencapaian yang diperoleh oleh setiap organisasi yang menjadi acuan bahwa 

kinerja atau program yang dilaksanakannya berjalan dengan baik dan benar. 
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2.1.2 Asas-asas pengelolaan keuangan desa 

Dana desa adalah salah satu sumber pendapatan desa.Pengelolaannya dilakukan 

dalam rangka keuangan desa.Asas pengelolaan keuangan desa adalah nilai-nilai 

yang menjiwai pengelolaan keuangan desa.Asas dimaksud melahirkan prinsip- 

prinsip yang menjadi dasar dan harus tercermin dalam setiap tindakan 

pengelolaan keuangan desa. Asas dan prinsip tidak berguna bila tidak terwujud 

dalam tindakan.Sesuai Permendagri nomor 113 tahun 2014, keuangan desa 

dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin 

anggaran. 

2.1.2.1 Transparan 

prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapat 

akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa Indrawati,S.,(2017). 

Transparan dalam pengelolaan keuangan mempunyai pengertian bahwa informasi 

keuangan diberikan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat guna memenuhi 

hak atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang 

dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-

undanganKK,SAP,(2005). 

Dengan demikian atas transparan menjamin hak semua pihak untuk 

mengetahui seluruh proses dalam setiap tahapan serta menjamin akses semua 

pihak terhadap informasi terkait pengelolaan keuangan desa. Transparansi dengan 

demikian, berarti pemerintah desa pro aktif dan memberikan kemudahan bagi 

siapapun,kapan saja untuk mengakses, mendapatkan, mengetahui informasi 

terkait pengelolaan keuangandesa. 
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2.1.2.2 Akuntabel 

Perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan 

pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam 

rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Akuntabel juga mempunyai 

pengertian bahwa setiap tindakan atau kinerja pemerintah/lembaga dapat 

dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau 

berkewenangan untuk meminta keterangan akan 

pertanggungjawaban.Dengandemikian,pelaksaan kegiatan dan penggunaan 

anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik,mulai dari proses 

perencanaan hingga pertanggungjawaban. 

2.1.2.3 Partisipatif 

Penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan 

unsur masyarakt desa. Partisipatif mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan 

dilakukan dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat, baik secara 

langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat 

menyalurkanaspirasinya.Pentingnya partisipatif yang dilakukan masyarakat desa 

dalam hal pembangunan dapat meningkatkan nilai kekeluargaan sehingga 

mempererat tali persaudaraan serta dalam mempercepat pembangunan desa. 

Makin banyak masyarakat yang berpartisipatif makin banyak tenaga makin cepat 

pula terlaksana pembangunan. 

2.1.2.4 Tertib dan displinanggaran 

Pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan dan pedoman yang 

melandasinya. Tertib dan disiplin anggaran harus dilaksanakan secara konsisten 
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dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan 

didesa.Hal ini dimaksudkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2.1.3 Konsep pengelolaan keuangandaerah 

Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang 

dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam 

mencapai tujuan tertentu. Menurut Sujawerni.V.W. (2015) keuangan desa adalah 

semua hak dan kewajiban dalam bentuk satuan uang,serta segala sesuatu baik 

berupa uang maupun barang yang dapat menjadi milik desa. Prosespengelolaan 

keuangan desa sesuai dengan Permendagri nomor 113/2014 tentang pengelolaan 

dana desa terdiri dari tahapan sebagai berikut: 

2.1.3.1 Perencanaan 

Pada hakekatnya perencanaan adalah sebuah proses yang penting  dan 

menentukan keberhasilan suatu tindakan Suharto,(2010). Dengan demikian, kunci 

keberhasilan dalam pengelolaan atau manajemen tergantung dalam proses 

perencanaannya. Setiap perencanaan dibuat mengikuti tahapan tertentu, tahapan 

tersebut biasanya berbeda-beda tergantung pada jenis perencanaan, tujuan 

perencanaan dan konteks perencanaan. 

2.1.3.2 Pelaksanaan 

Pelaksanaan juga dapat diartikan sebagai proses membagi kerja kedalam tugas- 

tugas yang lebih kecil, membedakan tugas-tugas itu kepada orang yang sesuai 

dengan kemampuannya dan mengalokasikan sumber daya serta 

mengkoordinasikannya dalam rangka efektivitas pencapaian tujuan Fatta, (2008). 
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Dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hal pelaksanaan penggunaan dana desa 

untuk pembangunan infrastruktur harus sesuai dengan kemampuan masing- 

masing orang agar dapat terlaksana dengan baik karena memberikan tugas yang 

benar terhadap orang yang tepat pula. 

2.1.3.3 Pertanggungjawaban 

Setiap akhir tahun anggaran, kepala desa berkewajiban menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada 

Bupati/Walikota.Laporan itu terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. 

Laporan pertanggungjawaban ditetapkan dengan peraturan desa dilampiri format 

laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran 

berkenaan,laporan milik kekayaan desa per 31 desember tahun anggaran 

berkenaan dan laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk 

desa. 

2.1.3.4 Pelaporan 

Kepala desa berkewajiban menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa 

kepada Bupati/Walikota secara semsteran.laporan untuk semester Pertama 

disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan dan laporan 

semester akhir disampaikan pada akhir bulan januari tahun berikutnya. 

2.1.3.5 Penatausahaan 

Bendahara melakukan penatausaan dengan cara melakukan pencatatan setiap 

penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara 

tertib dan wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan 

pertanggungjawaban yang disampaikan setiap bulan kepada kepala 
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desa.Pencatatan penerimaan dan pengeluaran menggunakan buku kas umum,  

buku kas, pembantu pajak dan buku bank Suharso,(2016). 

2.1.4 Pengertianpembangunan 

Secara dinamis, pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha yang 

tanpa akhir. Proses pembangunan merupakan suatu perubahan sosial ekonomi. 

Pembangunan agar dapat menjadi suatu proses yang bergerak maju atau kekuatan 

sendiri tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya. Pemabangunan juga 

dapat meningkatkan tingkat laju perekonomian baik suatu negara maupun suatu 

daerah/desa.Hal ini dapat merubah setiap struktur yang ada dalam pada 

perekonomiam. Penjelasan diatas sesuai dengan yang dikemukakan oleh 

Subandi,(2011) proses pembangunan menghendaki adanya pertumbuhan 

ekonomi.yang diikuti dengan perubahan dalam perubahan struktur ekonomi, dari 

pertanian ke industri atau jasa, perubahan kelembagaan, baik lewat regulasi 

maupun reformasi kelembagaan. Pembangunan secara berencana lebih dirasakan 

sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat 

yang belum atau berkembang.Menurut Easton (2016) pembangunan merupakan 

upaya untuk meningkatkan taraf hidup serta merealisasikan potensi yang ada 

secara sistematis. 

Dari beberapa pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa pembangunan 

merupakan hal penting dalam suatu negara atau wilayah, dengan adanya 

pembangunan dapat melancarkan pertumbuhan ekonomi karena membuka 

lapangan pekerjaan baru dan dapat menjadi tempat untuk membuat suatu usaha 

dalam hal perdagangan ekspor.Pembangunan juga merupakan suatu usaha 
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pemerintah, negara, bangsa untuk mewujudkan sebuah perubahan yang lebih baik 

lagi agar setiap kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan hasil dari para peneliti terdahulu yang sudah 

melakukan penelitian dan hasil dari penelitian tersebut dikaitkan kembali dengan 

judul peneliti sekarang dan dijadikan acuan dalam dalam penentuan tema 

penelitian. 

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu 

No 
Nama, Tahun, dan 

Judul 

Metode dan 

Variabel 
Hasil Penelitian 

1 

Fathimatuz Zehroil 

Bathul (2018) 

Evektifitas Kebijakan 

Dana Desa Dalam 

Meningkatkan 

Pembangunan Di Desa 

Tegal Reji Kecamatan 

Gondang Kabupaten 

Sragen 

Deskriptif 

Kualitatif 

 

Dana Desa Tingkat 

Pembangunan 

Adanya dana desa 

memberikan 

manfaat dan 

perubahan untuk 

desa tegal Rejo, 

perubahan tersebut 

berupa 

pembangunan, baik 

berupa 

pembangunan fisik 

maupun 

pembangunan non 

fisik 

2 

Minarni Anaci Dethan 

(2014) 

Efektivitas pengelolaan 

dana desa suatu 

pendekatan teoritis 

Deskriptif Kualitatif 

 

Efektivitas 

pengelolaan dana 

desa 

Dari hasil penelitian 

dapat dilihat bahwa 

antar hukum tua dan 

masyarakat terdapat 

perbedaan 

pernyataan dalam 

kaitannya dengan 

dana desa, dapat 

dilihat bahwa hukum 

desa sebagai 

pemimpin desa dan 

bendahara desa 

mengetahui dengan 
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persis jumlah besaran 

dana desa 

3 

Boedjono, Galih 

Wicaksono, Yeni 

Puspita, Sandhika 

Cipta 

Bidhari,Nurcahyaning 

Dwi Kusumaningrum, 

Venantya Asmandani 

(2018) 

Pemberdayaan 

Masyarakat Desa Di 

Kabupaten 

Bondowoso 

Deskriptif Kualitatif 

 

Dana Desa 

Pembangunan dan 

Pemberdayaan 

Dari hasil uji 

efektivitas di desa 

tersebut di dapatkan 

tingkat efektivitas di 

atas 100% yang 

artinya dana desa 

yang ada berjalan 

secara efektif. 

4 Sholihatul Fitri (2019) 

Efektivitas pengelolaan 

anggaran alokasi dana 

desa terhadap kualitas 

pembangunan daerah 

dan otonomi daerah di 

desa Madumulyorejo 

Kecamatan Dukun 

Kabupaten Gresik 

Deskriptif Kualitatif 

 

Anggaran alokasi 

danadesa Kualitas 

pembangunan 

daerah 

Otonomi 

daerah 

Keikutsertaan 

masyarkat dalam 

pengelolaan alokasi 

dana desa masih 

kurang karena 

minimnya 

pengetahuan yang 

dipahami mengenai 

alokasi dana desa 

menyebabkan 

masyarakat kurang 

efektif. 

5 Darson,H.Makmur 

Kambolong,SE,M,si.,& 

Dra. Suriyani BB,M.si., 

(2018) 

Efektivitas pengelolaan 

dana desa dalam 

meningkatkan 

pelaksanaan 

pembangunan didesa 

Pola Kecamatan Pasir 

Putih Kabupaten Muna 

Deskriptif Kualitatif 

 

Alokasi dana desa 

Tingkat pelaksanaan 

Pembangunan 

Berdasarkan hasil 

penelitian 

perencanaan dilihat 

dari musrembang 

desa yang diadakan 

pemerintah desa 

kurang efektif karena 

masyarakat yang 

kurang datang saat 

musrembang 

diadakan, 

6 Andi Sitti Sri Hutami 

(2017) 

Analisis Pengelolaan 

Alokasi Dana Desa Di 

Desa Abbatireng 

Kecamatan Gilireng 

KabupatenWajo 

Deskriptif Kualitatif 

 

Alokasi Dana desa 

Hadirnya kebijakan 

alokasi dana desa 

yang harus di kelolah 

secara mandiri 

memberikan dampak 

yang positif baik 

bagi pemerintah desa 

maupun 

masyarakatdesa 
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cerme. 

 

 

7 

Achmad Mustanir, 

Darmiah (2016) 

Implementasi kebijakan 

dana desa dan 

partisipasi masyarakat 

dalam pembangunan di 

desa teteaji kecematan 

tellu limpoe kabupaten 

sidendreng rappang 

Deskriptif Kualitatif 

 

Dana desa 

Masyarakat 

Pembangunan 

Implementasi 

kebijakan dana desa

 dengan 

nilai kategori baik, 

partisipasi 

masyarakat dalam 

penelitian ini berada 

pada 

Kategori baik 

begitupun dengan 

pembangunan 

8 Gayatri Juwita Asri 

(2018) 

Efektivitas kebijakan 

dana desa dalam 

pembangunan 

imfrastruktur desa di 

desa bejagung 

kecematan semanding 

kabupaten tuban 

jawatimur. 

Deskriptif Kualitatif 

 

Dana desa 

Pembangunan 

Infrastruktur 

partisipasi 

masyarakat dalam 

penelitian ini berada 

pada kategori baik 

begitupun dengan 

pembangunan 

9 Angraeni Yunita, 

Christia Nigrum (2019) 

Evaluasi 

akuntanbilitas dan 

efektivitas pengelolaan 

dana desa di 

kabupaten bangka

 dan kabupaten 

belitung 

Deskriptif Kualitatif 

 

Evaluasi 

akuntanbilitas 

Pengelolaan dana 

desa 

Pengelolaan 

keuangan desa yang 

di lakukan di desa 

desa kabupaten 

bangka dan belitung 

belum dapat di

 katakan 

akuntabel dan efektif 

Jika di pandang dari 

empat aspek yang di 

kaji, yaitu aspek 

regulasi dan 

kelembagaa n, aspek 

tata laksana, aspek 

pengawasan 

10 

Siti Zakiah (2019) 

Efektivitas 

pemanfaatan dana 

desa dalam menunjang 

pembangunan desa 

didesa bonto manai 

kecematan bungaya 

Deskriptif Kualitatif 

 

Dana desa 

Pembengunan desa 

Pemanfaatan dana 

desa dalam 

pembangunan desa 

tahun 2017-2018 

sudah efektif, di 

lihat dari program– 

program 
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kabupatengowa pembangunan yang 

telah terealisasi 

seperti jembatan, 

jalan tani   dan 

pasar umum. 

11 

Lutfhi Nur Fahri 

(2015) 

Pengaruh pelaksanaan 

kebijakan dana desa 

terhadap manajemen 

keuangan desa dalam 

meningkatkan 

efektivitas program 

pembangunan. 

Deskriptif Kualitatif 

 

Dana desa 

Manajemen 

keuangan desa 

Efektivitas program 

pembangunan 

Terdapat pengaruh 

yang positif dan 

signipikan dari 

pelaksanaan 

kebijakan dana desa 

terhadap manajemen 

keuangan 

desadalam 

meningkatkan 

efektivityas 

program 

pembangunan desa 

12 

Juliana, Endang (2017) 

Efektivitas 

pemanfaatan dana desa 

dalam menunjang 

pembangunan pedesaan 

di kabupaten asahan 

Deskriptif 

Kualitatif 

 

Pemanfaatan dana 

desa Pembangunan 

desa 

Kebijakan dana desa 

telah berperan 

memberikan 

peningkatan 

pendapatan riil 

masyarakat. 

Kebijakan dana desa 

memiliki 

peran dalam 

penambahan sarana

 dan prasana 

pisik di pedesaan 

13 

Rini Listiani (2015) 

Efektivitas 

implementasi kebijakan 

penggunaan dana desa 

tahun anggaran 201 

desa gunung pring 

kecematan muntilan 

kabupaten magelang 

Deslriptif Kualitatif 

 

Implementasi 

kebijakan dana desa 

Kebijakan 

pengunaan anggran 

yang ada sudah di 

targetkan untuk 

pembangunan pisik. 

Begitu juga 

 kebijakan 

penggunaan dana 

desa tahun anggaran

 2015 

hasilnya juga 

dapat di rasakan 

oleh masyarakat 

seperti peningkatan 

pembangunan 

desakhususnya 

prasarana pisik 
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14 

Edwin Kambei (2014) 

Efektivitas penggunaan 

dana desa dalam 

pelaksanaan 

pembanguan di desa

 karegesan kecematan 

kautidan kabupaten 

minahasautara 

Deslriptif Kualitatif 

 

Penggunaaan dana 

desa Pembangunan 

Efektivitas 

pembangunan dana 

desa dalam 

pembangunan di 

desa 

Karegesan ada 

berapa aspek yang

 digunak

an dalam membahas 

yang berdasarkan 

referensi dari 

makmur yang di 

tinjau dari beberapa 

aspek yang di tinjau, 

ketepatan penentuan 

waktu, perhitungan 

biaya, ketepatan 

15 

Revi Durotun Nhaziro 

(2018) 

Analisis efektivitas 

program alokasi dana 

desa pada 

pemberdayaan 

ekonomi presprktif 

ekonomi islam 

Deskriptif Kualitatif 

 

Efektivitas dana 

desa Pemberdayaan 

ekonomi 

Alokasi dana desa 

merupakan dana 

perimbangan yang 

di terimah oleh  

kabupaten 

/kota  yang  di 

tujukan kepada 

masing-masing 

desa untuk  di 

kelola oleh desa 

dan untuk desa 

dengan melihat 

kebutuhan  dan 

potensi yang di 

miliki oleh desa 

tersebut seperti 

pembangunan 

fisiK maupun non 

fisik. 

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu diatas, Dapat menjadi acuan pembelajaran untuk 

menambah wawasan dan informasi kepada peneliti pemula yang akan melakukan 

penelitian dengan tema yang sama. Pada penelitian ini hasil yang diharapkan 

bahwa dalam pengelolaan dana desa, Pemerintah dapat melibatkan masyarakat 
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untuk ikut serta dalam program pembangunan desa, sehinggah pemanfaatan dana 

desa ini benar dikatakan efektif karena berhasi mencapai tujuan dari apa yang 

direncanakan. Dalam hal pembangunan desa pemerintah desa dapat 

mengalokasikan dana desa pada hal yang dibutuhkan saat ini pada suatu desa 

seperti pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat desa. 

Sesuai dengan kebutuhan desa masing-masing. Sehingga masyarakat dapat 

terbantu dengan adanya dana desa. 

2.2 KerangkaBerfikir 

Pembangunan merupakan hal yang penting yang menjadi masalah pokok di setiap 

wilayah, terutama bagian pedesaan. Masyarakat desa khususnya bagian terpencil 

sangat minim akan pembangunan karena belum adanya perhatian dari pemerintah. 

Berbicara tentang pembangunan desa, maka pasti tidak terlepas dengan adanya 

dana desa atau keuangan. Dengan adanya pembangunan infrastruktur yang tepat 

didalam sebuah desa dapat menambah keinginan masyarakat agar dapat lebih 

maju dan bisa bersaing dengan desa-desa lainnya agar bisa menjadi desa yang 

terbaik dimata negara. Dalam hal ini perlu adanya campur tangan pemerintah dan 

juga kepala desa yang cerdas dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan terhadap 

pengeluaran dana desatersebut. 

Hal ini sejalan dengan pemerintah mengesahkan undang-undang nomor 6 

tahun 2014 tentang dana desa. Undang-undang ini mengatur kewenangan bagi 

pemerintah desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintah dan kepentingan 

masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik 

Indonesia.Dalam undang-undang ini menjelaskan bahwa desa diberikan 
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kesempatan untuk memperbaiki desanya sendiri dalam hal ini pembangunan 

infrastruktur agar masyarakat desa bisa lebih sejahtera dan maju. 

Salah satu yang terkandung dalam ilmu administrasi public adalah efektivitas 

yaitu suatu keadaan yang menunjukkan tingkat tercapainya suatu tujuan yang 

telah direncanakan. Dalam pelaksanaan kebijakan dana Desa ini peneliti ingin 

mengetahui efektif atau tidaknya pelaksaan kebijakan tersebut pada salah satu 

desa di Luwu Utara yaitu desa Rompuk ecamatan Masamba Kabupaten Luwu 

Utara. Didesa tersebut merupakan desa yang memiliki jumlah penduduk yang 

mayoritas petani. Dengan adanya dana desa peluang pembangunan lebih besar 

dalam hal ini memenuhi keinginan masyarakat. Meskipun didesa lain mungkin 

pembangunan infrastrukutur bukan keinginan atau kebutuhan utama mereka tetapi 

terkhusus masyarakat desa rompu lebih berfokus pada pembangunan fisik, karena 

akan membuka lapangan pekerjaan yang lebih banyak, contoh pembangunan fisik 

yaitu drainase, rabat beton, pengerasan jalan tani. Adapun dalam melihat 

efektivitas menggunakan lima ketepatan, yaitu tepat kebijakan, tepat pelaksanaan, 

tepat target, tepat lingkungan dan terakhir tepat proses. 

Efektivitas kebijakan muncul ketika tujuan yang telah ditetapkan dapat 

tercapai dan kebijakan tersebut memberikan solusi atas masalah yang ada. Untuk 

memperjelas kerangka berfikir pada penelitian ini, berikut adalah bagan kerangka 

berfikir yang peneliti gunakan : 
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Ektivitas   Dana   Desa 

dalam  

pembangunandiDesa 

Rompu Kecamatan 

Masamba Kabupaten

 Luwu 

Utara 

• TepatKebijakan 

• TepatPelaksanaan 

• TepatTarget 

• TepatLingkungan 

• TepatProses 

Tercapainya 

kebijakan dana 

desa 

 dalam 

pembangunan 

infrastruktur 

 di Desa

 Rompu 

Kecamatan 

Masamba 

Kabupaten  Luwu 

Utara. 

Tabel 2.3 Bagan Kerangka Berfikir 

 

 

Permasalahan Desa : 

•  Desa Rompu 

dulunya 

merupakan desa 

yang minim 

akanpembangun

an infrastruktur. 

• Pada tahun 2015 
sudah  mulai 
dilakukan 
pembangunan 
fisik maupun 
nonfisik. 

- Pembangunan sebuah desa 

- Undang-undang nomor 6 tahun 
2014 tentang dana desa 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pengantar  

Metedologi penelitian membahas tentang konsep teoritik berbagai metode, baik 

kelebihan maupun kekurangannya dalam kajian ilmiah, yang kemudian 

dilanjutkan dengan pemilihan metode yang terbaik untuk digunakan. Selain itu, 

dengan redaksi yang paling ringkas, kita bisa mendefinisikan metodologi sebagai 

pengetahuan tentang metode-metode yang dipergunakan dalam penelitian. 

Berdasarkan dari permasalahn penelitian, peneliti merasa bahwa metode 

penelitian kualitatif dengan pendekatan interpretif fenomenologi akan lebih 

banyak membantu peneliti untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah. 

B. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah tekni-teknik spesifik dalam penelitian, sedangkan 

metodologi penelitian adalah prinsip dan prosedur  yang peneliti gunakan untuk 

mendekati masalah dan mencari jawaban. Dengan kata lain, metedologi adalah 

suatu pedekatan umum untuk mengkaji topik penelitian.  

Pendekatan kualitatif yang digunakan  dalam penelitian ini berimplikasi pada 

pendekatan interpretif fenomenologi yang mekanismenya secara konsisten 

dilakukan dari mulai pengelolaan data sampai dengan membuat kesimpulan tidak 

menggunakan perhitungan ataupun pengelolaan secara matematis dan statistik, 

melainkan lebih menekankan pada kajian interpretative atau analisis deskriptif. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi dengan paradigma 
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interpretif sebagai payung penelitian, yaitu pendekatan yang menjabarkan kondisi 

atau ojek penelitian sebagaimana kejadiannya. Penelitian kualitatif dengan metode 

fenomenologi didasarkan pada falsafah, dimana peneliti berusaha untuk 

merumuskan suatu pertanyaan yang kemudian dianalisis berdasarkan pada 

pertanyaan persepsi partisipan mengenai fenomena yang sedang diteliti. 

3.1 Desain Penelitian 

Dalam menyelesaikan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan 

deskriptif.Artinya, data yang dikumpulkan bukan hanya berupa angka, melainkan 

data yang dari catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan atau memo peneliti dan 

dokumen resmi lainnya. Tujuan menggunakan pendekatan kualitatif adalah agar 

peneliti dapat menggambarkan realita empiris atau fakta yang sesungguhnya dari 

efektivitas kebijakan dana desa terhadap pembangunan infrastruktur di Desa 

Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara. 

Menurut Kerl dan Miller dalam Moleong, (2010) yang dimaksud dengan 

penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang 

secara fundamental bergantung pada pengamatan, manusia, kawasannya sendiri, 

dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan 

peristilahannya. Dalam hal ini,peneliti meneliti beberapa objek yaitu lingkungan 

masyarakat desa, aparat desa dan kantor desa di Desa Rompu Kecamatan 

Masamba Kabupaten Luwu Utara. 

3.2 Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti dalam hal ini sangtlah penting dan utama. Hal ini seperti yang 

terdapat dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti sendiri atau bantuan orang 
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lain merupakan alat pengumpul data utama. Sesuai dengan penelitian kualitatif, 

kehadiran peneliti dilapangan adalah sngatlah penting dan diperlukan secara 

optimal.Peneliti merupakan instrumen kunci utama dalam mengungkapkan makna 

dan sekaligus sebagai alat pengumpul data.Karena itu peneliti juga harus terlibat 

dalam kehidupan orang-orang yang diteliti sampai pada tingkat keterbukaan 

antara kedua belah pihak.Oleh karena itu, peneliti dalam penelitian ini terjun 

langsung ke lapangan untuk mengamati dan mengumpulkan data yang 

dibutuhkan. Adapun data yang akan diamati adalah tentang efektivitas kebijakan 

dana desa terhadap pembangunan infrastruktur di Desa Rompu Kecamtan 

Masamba Kabupaten Luwu Utara. 

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu 

Utara.Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan 

tanggal 5 Oktober 2020.Alasan saya memilih desa tersebut karena saya melihat 

desa tersebut menarik perhatian saya untuk meneliti disana. Sekian banyak desa d 

Luwu Utara,desa Rompu menjadi pilihan utama karena didesa tersebut masih 

jauhdari kata desa modern tapi sedang mencapai kata modern karena dana desa 

yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur. 

3.4 SumberData 

Sumber data merupakan faktor yang paling penting dalam perkembangan 

penentuan metode pengumpulan data.Sumber data dibedakan menjadi 2 yaitu data 

primer dan datasekunder. 
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3.4.1 DataPrimer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat 

meneliti tanpa adanya prantara.Peneliti yang terjun langsung ke lapangan untuk 

melihat dan meninjau keadaan dan kondisi yang terjadi secara langsung. 

3.4.2 Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diambil dari berbagai macam sumber seperti 

buku harian, surat-surat pribadi, sampai dokumen resmi.Data sekunder juga 

didapat dari sumber kedua, dalam hal ini peneliti juga mengambil data dari 

dokumen penting yang sudah ada untuk memperkuat penelitian tersebut. 

Dokumen yang dimaksud berupa berkas berbentuk file yang sudah lama dan 

dimunculkan kembali untuk diteliti dan dijadikan bukti terhadap penelitian. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam teknik pengumpulan data ini,peneliti menggunakan 3 teknik yaitu 

wawancara, observasi, dokumentasi. Pengumpulan data sebuah penelitian yang 

dilakukan dengan sebagaimotode-metode penelitian seperti observasi, wawancara, 

studi pustaka dan dokumentasi, memerlukan alat bantu sebagai instrument, 

instrumen yang dimaksud yaitu kamera, hp pulpen, buku. Kamera digunakan 

untuk memrekam dan mengambil Foto ketika peneliti sedang melakukan 

wawancara, pulpen dan buku digunakan ketika menulis atau menggambarkan 

informasi data yang didapat dari narasumber. 

3.5.1 Wawancara 

Dalam penelitian ini,peneliti menggunakan teknik wawancara yaitu melakukam 

percakapan langsung denagn pihak tertentu untul mendapatkan jawaban dari suatu 
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pertanyaan yang diajukan. Dalam waktu pelaksanaan yang dilakukan peneliti 

yaitusaatwaktuluangagarrespondendapatmemberikanjawabandengansantai tanpa 

beban dan juga nyata sesuai fakta yang ada dan terjadi sekarang di desa tersebut. 

3.5.2 Observasi 

Dalam penelitian ini,peneliti menggunakan teknik observasi, yaitu teknik dengan 

cara terjun langsung ke lapangan untuk melihat langsung kondisi yang terjadi 

denagan mata kepala sendiri. Penelitian ini menunjukka fakta yang sesungguhnya 

terjadi dimasyarakat desa Rompu. Tujuan menggunakan penelittian ini,untuk 

mencatat hal-hal penting,perilaku,perkembangan tentang kebijakan dana desa 

terhadap pembangunan infrastruktur di Desa Rompu kecamatan Masamba 

Kabupaten Luwu Utara. 

3.5.3 Dokumentasi 

Metode ini adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian sosial.Dalam hal ini metode ini digunakan untuk melihat data secara 

rinci dan historis. Dengan melihat dokumen-dokumen penting berupa arsip 

tentang dana desa dan pengalokasiaannya,tak lupa juga disertai dengan foto-foto 

tentang objek sekitar agar lebih meyakinkan. 

3.6 Instrumen Penelitian 

Instrument penelitian kali ini akan membahas mengenai definisi instrument dalam 

penelitian. Definisi instrument dalam penelitian sangatlah penting dan harus 

dipikirkan, hal ini dikarenakan instrumen berfungsi sebagai alat bantu untuk 

mengumpulkan data yang diperlukan. Bentuk insrrumen berkaitan dengan metode 

pengumpulan data.Secara umum instrument penelitian adalah sebuah alat yang 
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diigunakan untuk mengumpulkan data atau informasi yang bermanfaat untuk 

menjawab permasalahan penelitian.Alat ini harus dipilih sesuai dengan jenis data 

yang diinginkan dalam penelitian.Pengumpulan data sebuah penelitian yang 

dilakukan dengan motode-metode penelitian seperti observasi, wawancara, studi 

pustaka dan dokumentasi, memerlukan alat bantu sebagai instrumen, instrumen 

yang dimaksud yaitu kamera, hp pulpen, buku. Kamera digunakan untuk 

memrekam dan mengambil foto ketika peneliti sedang melakukan wawancara, 

pulpen dan buku digunakan ketika menulis atau menggambarkan informasi data 

yang didapat dari narasumber. 

Adapun Nasumber yang akan peneliti wawancarai ialah sebagai berikut: 

1. Aparat Desa Rompu 

2. Tokoh Masyarakat Desa Rompu 

3. Masyarakat DesaRompu 

Sebelum peneliti melakukan penelitian di Desa Rompu Kecamatan Masamba 

Kabupaten Luwu Utara, peneliti terlebih dahulu melakukan uji coba wawancara 

di Desa Pandak yang letaknya masih di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu 

Utara.Tujuan peneliti melakukan uji coba terlebih dahulu karena peneliti ingin 

menguji kelayankan kuisioner yang dibuat.Peneliti ingin mengklarifikasi apakah 

pertanyaan ini sudah pantas untuk dipertanyaakan atau tidak, atau adakah 

pertanyaan yang kurang dipahami oleh informan. 

3.7 Teknik Keabsahan Data 

Dalam tahap ini dimaksudkan untuk membuktikan bahwa data yang diperoleh 

sesuai dengan realitas dilokasi penelitian.Untuk meningkatkan validitasi data, 
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maka dalam penelitian ini digunakan teknik trianggulasi data.Triangulasi dengan 

sumber berarti membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan suatu 

informasi melalui waktu dan alat berbeda.Apabila  terjadi  perbedaan  pendapat 

dalam informan peneliti maka yang dijadikan patokan disini bisa mengetahui 

dengan adanya alasan-alasan akibat terjadinya perbedaan dalam berpendapat. 

Triangulasi dengan metode terdapat dua cara, yaitu pengecekan derajat 

kepercayaan penemuan hasil penelitian dari beberapa teknik pengumpulan data 

dan pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode 

yangsama. 

Apabila dikaitkan dengan penelitian ini, maka data-data tersebut diperoleh dari 

kepala desa, sekretaris desa, dan kepala urusan keuangan desa yang melaksanakan 

program kerja pada pemerintah desa dengan memanfaatkan alokasi dana desa 

serta tokoh masyarakat dan masyarakata desa yang andil dan memakai fasilitas 

pada Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara. 

3.8 Analisis Data 

Teknik analisi data pada penelitian ini yaitu teknik analisis deskriptif kualitatif 

dengan metode pemberian informasi dalam bentuk tulisan, yaitu menganalisa data 

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

dan menyajikannya dalam bentuk teks tertulis hingga dapat ditarik kesimpulan 

mengenai masalah yang diteliti. Ada tiga komponen yang digunakan dalam 

analisis tersebut, Yaitu : 

3.8.1 Reduksi data 

Reduksi data bukanlah suatu hal yang terpisah dari analisis.Reduksi  data 
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diartikan sebagai proses pemilihan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar 

yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Kegiatan reduksi data 

berlangsung teru-menerus, terutama selama proyek yang beroreintasi kualitatif 

berlangsung atau selama pengumpulan data.Selama pengumpulan data 

berlangsung, terjadi tahapan reduksi, yaitu membuat ringkasan, mengkode, dan 

menulis memo.Sehingga kesimpulan-kesimpulan dapat ditarik dandiverivikasi. 

Pada tahapan ini peneliti melakukan kategori atau pengelompokkan data 

berdasarkan tema yang berkaitan dengan efektivitas dana desa yang muncul dari 

hasil eksplorasi. Kategorisasi dilakukan dengan menelaah data yang terkumpul 

dari berbagai sumber hasil wawancara dilapangan. 

3.8.1 Sajian data 

Sajian merupakan suatu rakitan organisasi informasi deskripsi dalam bentuk 

narasi lengkap yang untuk selanjutnya memungkinkan kesimpulan penelitian 

dapat dilakukan. Sajian data ini disusun berdasarkan pokok-pokok yang terdapat 

dalam reduksi data dan disajikan dengan kalimat dan bahasa peneliti yang 

merupakan rakitan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis sehinggah 

akan mudahdipahami. 

3.8.2 Penarikan Simpulan 

Tahapan terkahir dalam teknik analisi data interaktif yaitu penarikan simpulan. Pada 

tahap ini peneliti akan melakukan generalisasi dan hasil reduksi data yang kemudian 

disajikan secara logis dan sistematis. Dalam tahapan ini peneliti membuat rumusan 

yang terkait dengan prinsip logika, lalu melakukan kajian yang berulang terhadap 

data yang telah terbentuk, dan proposisi yang telah dirumuskan. Penarikan 
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kesimpulan berupa kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna data yang telah 

disajikan dan langkah selanjutnya adalah melaporkan hasil penelitian secara 

lengkap. 

Model Analisi Interaktif 

 

Gambar kerangka 3.7.3 

3.9 Definisi Operasional Variabel 

Yang dimaksud dengan definisi operasional variabel  adalah unsur penelitian yang 

memberitahukan  bagaimana cara mengukur variabel. Dengan kata lain 

merupakan semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya mengukur suatu 

variabel tersebut. Maka dioperasionalkan dalam penelitian ini, juga harus 

ditetapkan indikator sebagai berikut, yaitu pengelolaan alokasi dana desa (X) 

dalam hal ini meliputi penggunaan program alokasi dana desa yang dimulai dari 

tahap perencanaan, berupa sosialisasi baik dilaksanakan pada tingkat Kabupaten, 

Kecamatan hingga Desa. Dalam hal efektivitas kebijakan yang dikeluarkan 

pengumpulan 
data 

reduksi 

data 

sajian 

data 

penarikan 

simpulan/verivikasi 
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pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur (Y) dapat menjadi tolak ukur 

sebuah desa, apakah desa itu dapat dikatakan desa sejahtera atau tidak. 

Pembangunan infrastruktur sangat penting bagi masyarakat desa karena tidak 

hanya membantu dalam akses jalan tetapi dapat juga membantu membuka 

lapangan pekerjaan. 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Pengantar 

Menurut James L.Gibson dalam harbani pasolon (2008), mengatakan bahwa 

efektivitas adalah pencapaian sasaran dari upaya bersama.Efektifitas merupakan 

unsur penting untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan didalam 

setiap organisasi, kegiatan atau proram.Disebut efektif apabila tercapai tujuan 

ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. 

Alokasi dana desa merupakan dana yang bersumber dari dana perimbangan 

keuangan pusat dan daerah yang diperuntuhkan untuk desa dari kabupaten/kota 

yang sudah dituangkan dalam APBdesa (anggaran pendapatan belanja desa). 

Dengan adanya pemberian alokasi dana desa diharapkan mampu memenuhi 

kebutuhan desa dalam melaksanakan otonomi supaya desa dapat berkembang 

serta mampu meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan pada wilayah yang 

trategis. 

1. Keadaan Geografis Desa 

Desa Rompu merupakan suatu wilayah yang berada di Kabupaten Luwu 

Utara, Kecamatan Masamba.Desa Rompu merupakan salah satu desa dari 166 

desa dan 7 kelurahan beserta 15 Kecamatan. Adapun batas-batas wilayah desa 

Rompu sebagai berikut: 

a. BatasWilayah 

- SebelahUtara : DesaPandak 

- SebelahTimur : Desa TaraTallu 
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- SebelahSelatan  : DesaTo’radda 

- SebelahBarat  : DesaPombakka 

Menurut sejarahnya, Desa Rompu merupakan salah satu dari lima belas (15) 

Desa yang ada di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara. Desa Rompu 

terdiri dari Dua (2) Dusun yakni Dusun Pambusu dan, Dusun karre. Dilihat dari 

segi potensi yang dimiliki mayoritas Penduduknya berprofesi sebagai 

Petani.Berikut gambaran tentang sejarah perkembangan Desa Rompu: 

Awalnya Desa Rompu Merupakan bagian dari kelurahan baliase dan saat itu 

masi disebut dusun rompu sehingga pada tahun 1994 memekarkan diri menjadi 

desa rompu yang terdiri dari dua dusun yaitu dusun pambusu dan dusun karre. 

Pada saat itu jabatan Kepala Desa dijabat oleh Bapak Buttang (Kades Pertama) 

kemudian pada tahun 1999 Bapak buttang mengundurkan diri sebagai kepala desa 

dan lanjutkan oleh sekretarisnya Abd Wahit sebagai pelaksana tugas (PLT) 

kemudian selanjutnya dilanjutkan oleh bapak Abd. Muis setelah itu di lanjutkan 

kembali Oleh bapak syahrul dan sekarang dilanjutkan oleh Bapak Rusdi,S.Pd. 

Yang juga merupakan alumni IAIN PALOPO pada tahun 2015. 

Dengan adanya dana desa, kini Desa Rompu Kecamatan Masamba  

Kabupaten Luwu Utara ini telah melakukan pembangunan-pembangunan yang 

lumayan pesat, sehingga akses-akses jalan untuk keluar masuk desa sudah 

memadai. 

Adapun visi misi masyarakat Desa Rompu sebagai berikut: 
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1. Visi 

Visi Pembangunan Desa Rompu merupakan gambaran kesuksesan yang ingin 

dicapai dalam jangka waktu 6 (Enam) tahun ke depan yang disusun dengan 

memperhatikan Visi RPJPD Kabupaten Luwu Utara, substansi RPJMD 

Kabupaten Luwu Utara, dinamika lingkungan strategis, aspirasi masyarakat dan 

pemerintah Desa Rompu, serta visi dan misi Kepala Desa terpilih. Untuk itu Visi 

Pembangunan Desa Rompuuntuk 1 tahun pertama RPJM Desa 2016 - 2021 

adalah :  

“MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG TENTRAM AMAN 

DANSEJAHTERA” 

2. Misi 

Selain penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat suatu 

pernyataan yang harus dilaksanakan dalam rangka pencapaian VisiDesa 

tersebut.Visi berada diatas Misi.Pernyatan Visi kemudian dijabarkan dalam misi 

agar dapat diimplementasikan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan Visi, Misi 

dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisifatif dan pertimbangan 

potensi dan kebutuhan Desa Baruga sebagaimana proses yang dilakukan, maka 

Misi Desa Baruga antara lain: 

1. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasaranapertanian. 

2. Mengadakan pembinaan terhadap masyarakat desarompu 

3. Transparansianggaran 

 

 



39 
 

 

b. Luas Wilayah 

Luas Desa Rompu sekitar 720 Ha sebagian besar lahan Desa Rompu digunakan 

sebagai Lahan pesawahan, Perkebunan, tempat tinggal, dan sarana umum.Lahan 

yang masih terlantar dapat dikembangkan menjadi Lahan Pertanian, Perkebunan, 

dan Peternakan. 

c. Keadaan Topografi 

Secara umum keadaan topografi Desa Rompu adalah tanah rata. 

d. Wilayah Administrasi PemerintahanDesa 

Desa Rompu terdiri atas 2 (dua) Dusun yakni Dusun Pambusu dan, Dusun karre, 

Berikut daftar nama Dusun dan jumlah RT-nya dapat dilihat pada tabel dibawah 

ini: 

Tabel 4.1 Dusun dan jumlah RT 

 

Sumber data: sekunder pemerintah desa Rompu (2020). 

Dari tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Desa Rompu memiki 

jumlah RT sebanyak 2 di Dusun Karre dan 3 di Dusun Pambusu dan jika 

dijumlahkan terdapat 5 RT di Desa Rompu. 

2. JumlahPenduduk 

Penduduk Desa Rompu terdiri atas 389 KK dengan total jumlah jiwa 1.672 orang. 

Nama Dusun Jumlah RT 

Dusun Karre 2 

Dusun Pambusu 3 
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Berikut perbandingan jumlah penduduk perempuan dengan laki-laki. Dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk 

 

Sumber data: sekunder pemerintah desa Rompu (2020). 

Dari data tabel 4.2 diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah penduduk 

perempuan lebih dominan dari pada jumlah laki-laki dengan perbandingan antara 

992 jiwa penduduk perempuan dan 762 jiwa penduduk laki-laki. Dan total jumlah 

keseluruhan penduduk Desa Rompu sebanyak 1672 jiwa. 

3. Sarana dan Prasarana 

Terdapat sarana dan prasarana jalan berupa jalan poros yaitu Poros yang 

menghubungkan Desa Pombakka dengan desa to’radda, dan desa pandak. Sarana 

dan prasarana sosial yang ada yaitu Sarana pendidikan berupa  Sekolah 2 Unit 

yang terdiri dari 1 Unit Sekolah bagi anak Usia Dini dan 1 Unit Sekolah Dasar, 

dan sarana kesehatan berupa Posyandu 1 unit, serta Masjid 5unit. 

Kondisi sarana dan prasarana umum Desa Rompu secara garis besar dapat 

dilihat pada tabel di bawahini: 

1. SaranaPendidikan 

Laki-laki Perempuan Total 

762 Jiwa 992 Jiwa 1672 Jiwa 
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Secara garis besar sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan 

dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak 

agar pencapaian tujuan pendidikan dan berjalan dengan lancar, teratur, efektif dan 

efesien. Begitupun yang terdapat di Desa Rompu pendidikan merupakan hal yang 

penting bagi masyarakat di Desa tersebut. Ada beberapa sarana pendidikan yang 

terdapat di Desa Rompu dapat dilihat pada tabel dibawahini: 

Tabel 4.3 Sarana Pendidikan 

Sumber data: sekunder pemerintah desa Rompu(2020) 

 

Dari data tabel 4.3 diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa di Desa Rompu juga 

terdapat 2 buah TK/TPA dan 1 buah SD di Desa Tersebut dan jika dijumlahkan 

terdapat 3 buah fasilitas pendidikan di DesaRompu. 

 

 

2. PrasaranaKeagamaan 

 

Prasarana keagamaan adalah segala sesuatu yang digunakan sebagai alat atau 

Sarana Jumlah 

TK/TPA 2 buah 

SD 1 buah 

Pesantren - buah 

Mts/Ma - buah 
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penunjang suatu pelaksanaan, pelaksanaan yang dimaksud adalah proses 

pendidikan agama islam. Begitupun masyarakat Desa Rompu yang tidak hanya 

mementingkan fasilitas pendidikan tetapi juga memperhatikan sarana keagamaan 

itu ditunjukan pada tabel dibawahini: 

Tabel 4.4 Jumlah prasarana Keagamaan 

Sumber data: sekunder pemerintah desa Rompu (2020). 

Dari data tabel 4.3 diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat Desa 

Rompu masih mementingkan keagamaannya dilihat dari jumlah masjid sebanyak 

5 buah diDesatersebut. 

3. KualitasJalan 

Jalan raya merupakan salah satu akses yang paling penting bagi masyarakat 

Rompu, Kualitas jalan sangat menentukan kenyamanan bagi masyarakat untuk 

berkendara. Ada berbagai akses jalan di Desa tersebut dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini: 

Tabel 4.5 Komposisi Jalan 

Sarana Jumlah 

Masjid 5 buah 

Mushallah - buah 

Pura/gereja - buah 

Jalan Panjang 
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Sumber data: sekunder pemerintah desa Rompu (2020). 

Dari data tabel 4.4 diatasa dapat ditarik kesimpuulan bahwa jumlah akses 

jalan di Desa Rompu ada berbagai macam seperti aspal dengan panjang 6 km, 

sirtu sepanjang 10 km, tanah sepanjang 1 km. 

4. MataPencaharian 

Mata pencaharian adalah pekerjaan yang menjadi pokok penghidupan dan juga 

diartikan pula sebagai segala aktivitas manusia dalam memberdayakan potensi 

sumber daya alam. Begitupun dengan masyarakat Desa Rompu yang memiliki 

beraneka ragam jenis mata pencaharia, dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.6 perbandingan persentase jenis mata pencaharian penduduk. 

(Berdasarkan Jumlah Jiwa) 

 

 

 

 

Aspal 6 km 

Sirtu 10 km 

Tanah 1 km 

Setapak - buah 

 

Mata pencaharian 

 

Jumlah 

 

Presentasi 
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Sumber data: sekunder pemerintah desa Rompu (2020). 

 

Petani 

 

28 

 

3,76% 

 

Peternak 

 

41 

 

5,50% 

 

Pertukangan 

 

36 

 

4,83% 

 

PNS 

 

58 

 

7,79% 

 

Karyawan 

 

98 

 

13,15% 

 

Pengrajin/pembuat 

 

20 

 

2,68% 

 

Petani sawah dan 

 

pekebun 

 

289 

 

38,79% 

 

Pengusaha 

 

25 

 

3,36% 

Pekerja harian lepas 

(tukang ojek, buruh) 

72 9,66% 

Dan lain-lain 78 10,47% 



45 
 

 

Dari data diatas dapat dilihat bahwa mata pencahariannya terdiri dari petani, 

peternak, pertukangan, pegawai negeri sipil, karyawan, pengrajin/pembuat, petani 

sawah dan pekebun, pengusaha, pekerjaan harian lepas (tukang ojek, buruh), dan 

lain-lain. Dilihat dari jumlah petani sebanyak 28 dan presentasenya 3,76%, 

peternak dengan jumlah 41 dan presentasenya 5,50%, pertukangan dengan jumlah 

36 Dan presentasenya 4,83%, pegawai negeri sipil dengan jumlah 58 dan 

presentasenya 7,79%, karyawan dengan jumlah 98 dan presentasenya 13,15%, 

pengrajin/pembuat dengan jumlah 20 dan presentasenya 2,68%, petani sawah dan 

pekebun dengan jumlah 289 dan presentasenya 38,79%, pengusaha dengan 

jumlah 25 dan presentasenya 3,36%, pekerjaan harian lepas (tukang ojek, buruh) 

dengan jumlah 72 dan presentasenya 9,66%, dan lain-lain dengan jumlah 78 dan 

presentasenya 10,47%. 

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah pekerjaan di Desa Rompu ada 

berbagai macam jenis dan beberapa tingkat presentase yang berbeda. Dari 

beberapa jenis pekerjaan tersebut tingkat pekerja petani sawah dan pekebun 

memliki jumlah yang sangat tinggi sekitar 289 dengan presentase 38,79%, 

dantingkat pekerja pengrajin/pembuat memiliki jumlah yang cukup rendah sekitar 

20 dengan presentasenya 2,68%. 

Dengan adanya dana desa di Desa Rompu dapat membantu pembangunan-

pembangunan infrastruktur sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses 

jalan untuk keluar masuk desa untuk memperjual belikan hasil pertaniannya. 

Dana desa juga sebagian digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa 

setempat agar dapat memberikan pelatihan kepada masyarakatnya untuk lebih 
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kreatif dalam menghasilkan sebuah kerajinan tangan sehingga masyarakat tidak 

hanya mengandalkan hasil pertaniannya tetapi juga dapat menghasilkan produk 

agar pemasukan yang didapatkan lebih banyak disbanding tanpa menghasilkan 

produk. 

5. Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Desa 

Sumber data: sekunder pemerintah desa Rompu (2020). 

6. Efektivitas Dana Desa di Desa Rompu Kecamatan Masamba kabupaten 

LuwuUtara 

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan 

untuk desa pertahunnya. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan desa demi 

tercapainya pembangunan nasional.Setiap tahun, desa memperoleh Dana Desa 

hingga 1 (satu milyar).Dalam penggunaannya, 30% dari Dana Desa digunakan 

untuk operasional sedangkan sisanya 70% digunakan untuk pembangunan. Dana 

Desa dinilai efektif apabila dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuan dari 

adanya kebijakan Dana Desa sendiri. Dana Desa ada untuk mewujudkan 
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pembangunan-pembangunan di Desa.Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

mengenai Efektivitas Kebijakan Dana Desa Terhadap pembangunan Infrastruktur 

di Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, ditemukan 

beberapa informasi yang mampu menjelaskan bagaiamana Efektivitas Kebijkan 

Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur di Desa tersebut.Untuk 

mengukur efektivitas dalam penelitian ini peneliti mengambil beberapa indikator 

dari pendapat Matlan (2008). Dalam memperoleh informasi peneliti 

menggunakan beberapa aspek yang akan dikaji yaitu meliputi : tepat kebijakan, 

tepat proses, tepat target, tepat pelaksana, tepatlingkungan. 

1. TepatKebijakan 

Tepat kebijakan dalam suatu efektivitas kebijakan dapat diartikan sebagai tolak 

ukur bagaimana suatu kebijakan tersebut dinilai apakah benar-benar diperlukan 

untuk publik (masyarakat) atau tidak. Seperti halnya dalam kebijakan pemerintah 

dalam mengesahkan undang-undang terkait tentang dana desa. Kebijakan tersebut 

dapat memecahkan masalah yang ada. 

Berdasarakan observasi, wawancara serta dokumentasi yang  dilakukan oleh 

peneliti, hal yang dipertanyakan yaitu tentang pemerintah yang mengeluarkan 

kebijakan mengenai dana desa yang hanya dialokasikan untuk pembangunan desa 

dan pemberdayaan masyarakat desa hal ini disampaikan langsung oleh kepala 

Desa Rompu, Bapak Rusdi.  

“Dana desa hanya dialokasikan untuk pembangunan dan pemberdayaan 

masyarakat desa, karena masyarakat memang sangat membutuhkan dua hal 

tersebut, contohnya untuk pembangunan infrastruktur dapat memperbaiki akses 
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jalan sehingga masyarakat dapat menggunakan akses dengan mudah. Nah, 

sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat salah satunya yaitu BUMDES yang 

dimana berguna untuk masyarakat dalam hal pelatihan untuk memberikan 

pelajaran kepada para warga khususnya petani tentang tata cara bertani dengan 

baik dan sebagainya”. (wawancara 08,September2020). 

Hal serupa juga disampaikan oleh salah satu warga desa Rompu, 

saudara Mursalam. 

“Dulu akses keluar masuk di desa ini sangat minim karena keadaan jalan 

yang rusak parah, ini yang membuat banyak petani susah untuk keluar menjual 

dagangannya.Tetapi allhamdulillah semenjak ada kebijakan yang dikeluarkan 

pemerintah tentang pembangunan infrastruktur, sekarang masyarakat dengan 

mudah melalui akses yang ada”. (wawancara 08, september 2020) 
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Gambar 4.2 Pembuatan Mushollah 

Pembangunan mushollah ini sangat berguna bagi masyarakat karena visi dari 

suatu desa yaitu mecipatkan masyarakat yang religius. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di desa Desa Rompu, 

diketahui bahwa permasalahan yang ada di desa Rompu itu tentang pembangunan 

infrastruktur.Banyak petani yang tidak menjual hasil taninya dikarenakan akses 

jalan yang rusak. Dengan demikian, adanya kebijkan pemerintah tentang dana 

desa yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur sangat membantu 

masyarakat desa Rompu. 

Hal ini juga hampir sama dengan Desa yang peneliti teliti yaitu Desa Rompu 

Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara. Yang dimana di Desa Rompu 

hambatan yang dirasakan oleh masyarakat itu hampir semua adalah akses 

jalan.Seperti yang disampaikan oleh Kepala Desa Rompu, Kakanda Rusdi. 

“begini dek, dulunya Desa Rompu ini desa yang bisa dibilang desa yang 

cukup tertinggal dikarenakan pembangunan infrastrukturnya yang sangat minim, 

hal ini membuat para petani sangat rugi karena tidak bisa menjual dagangannya. 

Tapi allhamdulillah yah dek dengan adanya kebijakan dana desa ini doa para 

petani sudah terkabul tentang akses jalan yang sangat tidak memadai” 

(wawancara 11, september2020) 

Selain itu Sekretaris desa Rompu juga menambahkan bahwa,KakandaLisman 

“saya sependapat dengan apa yang dikatakan oleh kepala desa, kebetulan 

orang tua saya juga petani beliau sangat terganggu dengan akses jalan yang 
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sangat minim, hal ini banyak merugikan banyak petani karena hasil pertaniannya 

susah untuk dijjual keluar desa”. (wawancara 11, september2020) 

 

Gambar 4.3 Wawancara dengan Kades Rompu yang membahas pambangunan 

infrastruktur 

Beliau sedang menjelaskan tentang kebijakan apa yang harus 

dikeluarkan oleh pemerintah desa sehingga masyarakatnya bisa terpenuhi 

dalam hal pembangunan infrastruktur. 

Gambar 4.4 Foto saat proses pembuatan rabat beton 

Pembuatan rabat beton ini sangat berguna bagi masyarakat desa karena 
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membantu akses jalan masyarakat ketika ingin melewati jalan yang terjal, karena 

biasanya masyarakat desa terjatuh ketika melewati jalan saat ingin kekebun atau 

ke sawah. 

Dengan demikian adanya kebijakan pemerintah terkait dana desa diukur dari 

ketepatan kebijakan, maka dana desa merupakan kebijakan yang dinilai tepat. Hal 

ini dibuktikan dengan adanya perubahan yang terjadi di Desa Rompu, 

pembangunan yang mulai digencarkan sudah bisa dirasakan dan dinikmati oleh 

masyarakat Desa Rompu, sehingga akses- akses tertentu yang dibutuhkan 

masyarakat bisa dengan mudah didapatkan. Selain itu, dana desa dapat 

memberikan perubahan pembangunan untuk masyarakat Desa Rompu, dana desa 

dinilai tepat karena dana desa pada dasarnya merupakan kebijakan dibawah 

kewenangan langsung oleh kementrian desa atau KEMENDES. Pembangunan 

yang tertinggaldantransmigrasi-transmigrasi republik indonesia, dimana 

kemendes merupakan pemerintah indonesia tertinggi yang membidangi urusan 

pembangunan desa dan kawasan pedesaaan, pemberdayaan masyrakat desa, 

percepatan pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi. Adanya usaha 

pemerintah melalui pemerintah no 60 tahun 2014 tentang dana desa yang 

bersmber dari anggaran pendapatan dan belanja negara ini yag bertujuan 

terwujudnya pembangunan nasional, bangsa yang mandiri dan dapat memenuhi 

kebutuhan dari masyarakat itusendiri. 

2. TepatPelaksanaan 

Indikator kedua dalam melihat suatu efektivitas kebijakan yaitu melihat apakah 

pelaksanaannya sudah tepat atau tidak.Ketepatan pelaksanaan dapat diartikan 
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bagaimana kerjasama yang dilakukan oleh beberapa pihak.Pihak tersebut terdiri 

atas pemerintah, swasta dan masyarakat, maksudnya adalah bahwa implemmenter 

kebijakan bukan hanya dari pihak lembaga pemerintah saja, ketepatan 

pelaksanaannya melibatkan tiga pihak tersebut. 

Dalam ketepatan pelaksanaan, implementer kebijakan dana desa ini dibagi 

atas tupoksi masing-masing dibidang pembangunan, meskipun tujuan dari dana 

desa adalah untuk mewujudkan pembangunan, namun pembangunan disini bukan 

diartikan sebagai pembangunan infrastruktur saja, pembangunan ini terdiri dari 

pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan 

infrastruktur adalah pembangunan dalam bentuk fisik yang membantu dan 

mempermudah akses masyarakat dalam kegiatan sehari-hari, sedangkan 

pemberdayaan masyarakat adalah bagaimana masyarakat desa dapat dibina dan 

dibangun agar tercipta individu dan masyarakat yangmandiri. 

Pembangunan infrastrktur berupa pembangunan fisik melalui jalan, drainase, 

rabat beton, aspal tani, pembangunan masjid, pembuatan jembatan dan lainnya 

yang dibutuhkan masyarakat.Sedangkan pemberdayaan masyarakat berupa 

penyuluhan sosialisasi, pembelajaran topik tertentu yangdapat diaplikasikan 

masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Sehingga dalam ketepatan 

pelaksanaannya, implementor dari dana desa diukur dari bagaimana kerjasama 

antara pemerintah desa, swasta dan masyarakat. 

Dari hasil klarifikasi wawancara yang dilakukan peneliti di Desa pandak 

dalam hal pelaksanaannya menurut informan yang dituturkan oleh Bapak Masrun 



53 
 

 

selaku Kepala Desa Rompu yaitu: 

“Dana desa biasanya proses pencairannya lambat dek, jadi apabila 

pembangunan sudah direncanakan tapi dana belum ada, pemerintah 

menggandeng pihak swasta, misalkan dari material bahan dan sejenisnya, kita 

ambil dulu, nanti kalau dana desa sudah cair baru dibayar kembali”.(wawancara 

08, september 2020) 

Selain itu beliau juga menambahkan bahwa : 

“ Kalau dalam hal pembangunan infrastruktur seperti jalan, drainase, 

pembuatan jembatan, rabat beton dan lainnya masyarakat desa yang 

mengerjakan sendiri dek, artinya masyarakat desa yang jadi buruh agar dapat 

penghasilan tambahan”. ujar kepala desa .(wawancara 08, september 2020) 

 

Gambar 4.5 Foto ketika proses pembuatan drainase 

Proses pembuatan drainase ini cukup menguras banyak waktu dan tenaga 



54 
 

 

karena panjang dainase yang dibuat lumayan panjang. Karena banyaknya sawah 

yang bisa dialiri air dari pembuatan drainase ini sangat membantu masyarakat 

Desa Rompu. 

Dari pernyataan kepala desa Rompu diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

kerjasama antar pemerintah desa, swasta maupun masyarakat pandak terjalin 

sangat baik sampai saat ini.Hal ini sejalan dengan pemerintah Desa Rompu yang 

juga memiliki hubungan yang baik antara pemerintah desa rompu, swasta bahkan 

masyarakat Desa Rompu dalam hal pembangunan infrastruktur. Ini juga 

disampaikan oleh salah satu perwakilan masyarakat Rompu, Bapak Rupiadi 

menyatakan bahwa : 

“ Begini dek, kami selaku masyarakat selalu medukung kebijakan yang 

dikeluarkan oleh pemerintah desa apalagi kalau dalam hal pembangunan, karena 

itu sangat membantu kami dan juga kami sendiri masyarakat Rompu yang 

kadang mengerjakan pembangunan-pembangunan itu”.(wawancara 11, 

september2020) 
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Gambar 4.6 Wawancara bersama perwakilan masyarakat desa dan sekretaris 

desa Rompu 

Hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti dari pembahasan diatas yaitu 

pemerintah desa melakukan kerjasama yang baik dengan pihak swasta. 

Kerjasama itu merupakan kerjasama berupa pembelian material yang 

akandigunakan dalam hal pembangunan, alu kerjasama tersebut berupa dimana 

pemerintah desa melakukan pembelian material dan bahan lainnya yang 

dibayarkan diakhir. Pembayaran diakhir tersebut dikarenakan dana desa yang 

terlambat cair. Meskipun demikian, kerjasama antar pihak swasta dengan kondisi 

tersbut sangat baik dan lancar sampai saat ini. 

3. TepatTarget 

Aspek ketiga yakni ketepatan target.Target merupakan suatu hal yang harus 

dicapai dalam suatu perencanaan. Ada dua hal yang dijadikan sebagai tolak ukur 

yaitu apakah target sesuai dengan yang direncanakan, kesiapan dari semua pihak 

serta ada atau tidaknya konflik bahkan harmoni, artinya yaitu, adakah sebuah 

penolakan atau tidak. 

Pertama, apakah target telah sesuai dengan apa yang direncanakan. Telah 

diketahui bahwa target dari adanya kebijakan terkait dana desa adalah pemerataan 

pembangunan. Di Desa Rompu sendiri tempat peneliti melakukan  wawancara, 

pembangunan infrastruktur sangat diperlukan dalam membantu dan memudahkan 

warga dalam kegiatan sehari-harinya sehingga dengan melalui perencanaan yang 

dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat Rompu dihasilkan beberapa 

target perencanaan pembangunan yang sudah sebagian terlaksanakan dan ada 
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juga sebagian yang dibangun kedepannya yaitu pembangunan jalan, drainase, 

pembangunan masjid, pembuatan jembatan, pembuatan beronjong, pembuatan 

rabat beton, pembuatan aspal tani, pembuatan gorong-gorong. 

 

 

Gambar 4.7 Foto saat pembuatan aspal beton 

Dengan kondisi di Desa Rompu, yang dimana pembangunan infrastruktur adalah 

salah satu target utama yang ingin dibangun oleh pemerintah desa, karena hal 

inilah yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Rompu. Pernyataan ini juga 

disampaikan oleh ketua dusun, Bapak Kasman mengatakan bahwa : 

“ Warga Rompu itu dek umumnya yang sangat dibutuhkan itu pembangunan 

infrastrukturnya karena kebanyakan disini itu mayoritas petani jadi akses untuk 

keluar masuk menjual dagangan keluar itu sangat dibutuhkan”.(wawancara 11, 

september 2020) 
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Gambar 4.9 proses pembuatan drainase lanjutan di  DusunPambusu 

Adapun proses pembuatan drainase di Dusun Pambusu Desa Rompu, 

pembangunan ini sama halnya juga berfungsi untuk membantu masyarakat 

khususnya bagi petani dalam mengaliri sawahnya. 

Tolak ukur kedua dalam melihat ketepatan target adalah bagaimana 

kesiapan dari semua pihak serta ada atau tidaknya konflik bahkan harmoni. 

Artinya adalah bagaimana penerimaan kepada masyarakat Rompu dengan adanya 

kebijakan dana desa ini. Penerimaan tersebut maksudnya adalahapakah 

masyarakat Rompu mendukung atau menolak pembangunan yang akan 

dilakukan. Akan tetapi, dalam keberjalanan kebijakan dana dess ini menunjukkan 

hasil positif. Menurut informasi yang diperoleh oleh peneliti menunjukkan bahwa 

pihak-pihak yang ada di Desa Rompu termasuk masyarkat yang mendukung 

terkait pembangunan yang akan dilakukanan, hal ini dibuktikan oleh pernyataan 

kepala desa Rompu, Kakanda Rusdi menyatakan bahwa : 
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“ Sekarang itu masyarakat sudah cukup pintar, sampai saat ini belum ada 

yang protes masalah pembangunan infrastruktur bahkan sangat mendukung, 

karena ini untuk kebaikan mereka semua”.(wawancara 11, september 2020) 

Dari pernyataan diatas diketahui bahwa masyarakat Desa Rompu sangat 

mendukung dengan pembangunan-pembangunan yang ada di Desa Rompu.Tidak 

ada konflik dalam perencanaan maupun pelaksanaan, dukungan masyarakat ini 

membuat pelaksanaan pembangunan juga lancar dan lebih cepat terlaksana. 

 

Gambar 4.10 kondisi pembangunan wc di kantor desa Rompu 

Pembangunan wc dikantor desa Rompu saat ini sedang dilaksanakan dikarenakan 

kondisi wc disana memang sudah tidak layak pakai, makanya kepala desa 

mengalokasikan dana desa terhadap pembangunan wc dikantor desa Rompu. 
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Gambar 4.11 Foto proses pembuatan drainase di salah satu 

kebunmasyarakat DesaRompu 

4. Tepat Lingkungan 

Aspek keempat dalam mengukur efektivitas kebijakan dana desa di Desa pandak 

adalah ketepatan lingkungan, yaitu lingkungan kebijakan dan lingkungan 

eksternal kebijakan. 

a. Lingkungan kebijakan 

Lingkungan kebijakan disini dimaksudkan bagaimana interaksi anatara lembaga 

perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan yang berarti pemerintah pusat 

dengan pelaksana kebijakan yang berarti pemerintah daerah dan pemerintah desa, 

artinya bagaimana interaksi pemerintah Desa Pandakdengan pemerintah daerah 

dalam penelitian yang dilakukan melalui koordinasi danmonitoring. 

Koordinasi yang dilakukan adalah desa diberikan kewenangan untuk 

menyusun anggaran dana desa yang dimulai dari 2015 hingga tahun-tahun 
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selanjutnya dalam pencairan dana desa, yang kemudian dikumpulkan 

kepemerintah daerah yaitu dinas pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten 

Luwu Utara. Setelah tahap tersebut baru diajukan kepemrintah pusat, sedangkan 

monitoring yang dilakukan dari dinas pemberdayaan masyarakat dan desa 

Kabupaten Luwu Utara dan Kecamatan Masamba langsung kepada pelaksana 

pembangunan di Desa Rompu, hal ini disampaikan , Bapak Rupiadi  yaitu : 

“ Allhamdulillah sejauh ini koordinasinya bagus dek, kami tidak pernah 

terlambat dalam pengumpulan laporan, koordinasi dari dinas PMD dan 

Kecamatan baik karena samapi saat ini selalu tepat dan belum ada peringatan-

peringatan dari dinas PMD dan Kecamatan”.(wawancara 08, september 2020) 

Hal yang hampir sama juga disampaikan oleh kepala Desa Rompu, desa tempat 

penelitian peneliti, Kakanda Rusdi mengatakan bahwa : 

“ Dalam hal pelaporan koordinasi sampe saat ini masih lancar, karena 

saya juga memberikan penegasana kepada masyarakat saya bahwa jika ingin 

proses pembangunan di Desa cepat terlaksanakan diharuskan selalu tepat 

pelaporan ke dinas PMD dan Kecamatan. Dan juga, koordinasi dari dinas PMD 

dan Kecamatan baik dan tidak ad komplain sama sekali”.(wawanacara 11, 

september 2020) 

Beberapa penjelasan dan pernyataan diatas menyatakan bahwa interaksi yang 

dilakukan oleh pemerinah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah desa sudah 

berjalan dengan baik. 
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b. Lingkungan Eksternal Kebijakan 

Lingkungan kedua dalam melihat ketepatan lingkungan dalam efektivitas 

danadesadiDesaRompuadalahlingkunganeksternalkebijakan.Artinyayaitu 

lingkungan yang ada diluar kebijakandana desa.Jika lingkungan kebijakan 

merupakan interaksi antar pemerintah pusat, daerah dan desa, maka berbeda 

dengan lingkungan eksternal kebijakan ini. 

Lingkungan eksternal kebijakan terdiri atas persepsi masyarakat, interpretasi 

masyarakat. Adanya dana desa membuat  perubahan pembangunan di Desa 

Rompu. Masyarakat menyambut baik dan mendukung adanya kebijakan ini, 

karena dengan adanya kebijakan dana desa ini, Desa Rompu mengalami 

perlahan-perlahan perubahan pembangunan. 

Dalam ketepatan lingkungan dana desa di Desa Rompu dinilai telah tepat, 

ditunjukkan dari penelitian dan penjelasan diatas bahwa lingkungan kebijakan 

dan lingkungan eksternal kebijakan meliputi interkasi dengan pemerintah pusat, 

daerah, desa dan masyarakat serta kelompok kepentingan lainnya seperti media 

massa. 

Dari hasil penelitian diatas  dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya 

kebijakan dana desa dibidang infrastruktur memang sangat dibutuhkan di desa-

desa apalagi Desa Rompu, desa yang peneliti teliti. Meskipun ada sedikit 

perbedaan tetapi lebih banyak keasamaan pendapat antara Desa Rompu dengan 

desa uji coba peneliti yaitu Desa Pandak. 



BAB V 

PENUTUP 

1.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa, evektifitas dana desa di Desa Rompu, Kecamatan Masamba, 

Kabupaten Luwu Utara dilhat dari dimensi evektifitas, diperoleh hasil bahwa 

efektivitas kebijakan dana desa terhadap pembangunan infrastruktur disewa 

Rompu itu bisa dikatakan sudah tepat. Dilihat dari kondisi masyarakat sekarang 

yang sudah mulai membaik dari segi pendapatan, dikarenakan akses jalan  

untuk keluar masuk sudah diperbaiki oleh pemerintah desa setempat. Dan juga, 

kepala desa mengalokasikan dana desa sebanyak 70% untuk pembangunan 

infrastruktur dan 30% untuk pemberdayaan masyarakat. Hal itu dikarenakan 

masyarakat desa Rompi lebih membutuhkan pembangunan dibandingkan dengan 

pemberdayaan. 

1.2 Saran 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka saran yang penulis  

berikan adalah :  

1. Untuk pemerintah desa, penggunaan dana desa sebaiknya tidak terlalu besar 

dalam pembangunan infrastruktur saja, tetapi juga harus memperhatikan 

pemberdayaan masyarakat desanya yang mayoritas masyarakat petani, sehingga 

mereka dapat memiliki produk mereka sendiri hasil pertanian mereka.  
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2. Untuk Dinas pemberdayaan masyarakat agar lebih memperhatikan masyarakat 

dalam hal pemberdayaan dan juga harus melakukan lebih sering pendampingan 

dalam pelaksanaan kebijakan dana desa dan identifikasi di potensi desa. Sehingga 

pemberdayaan masyarakat di Desa Rompu juga bisa berjalan lancar dengan 

semestinya 
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LAMPIRAN 1 

 

INSTRUMEN PENELITIAN 

 

Nama   : Irmansyah 

Nim   : 201610034 

Studi   : Eonomi Pembangunan 

Fakultas : Ekonomi dan BisnisUniversitas Muhammadiyah Palopo  

 

Pengumpulan data sebuah penelitian yang dilakukan dengan sebagai motode-

metode penelitian seperti observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi, 

memerlukan alat bantu sebagai instrumen, instrumen yang dimaksud yaitu 

kamera, hp pulpen, buku. Kamera digunakan untuk merekam dan mengambil foto 

ketika peneliti sedang melakukan wawancara, pulpen dan buku digunakan ketika 

menulis atau menggambarkan informasi data yang didapat dari narasumber. 

Adapun Nasumber yang akan peneliti wawancarai ialah sebagai berikut : 

1. Aparat Desa Rompu (4 Orang) 

2. Tokoh Masyarakat Desa Rompu ( 1 Orang) 

3. Masyarakat Desa Rompu (3 Orang) 

 

Adapun daftar wawancara ini berfungsi untuk menjawab Rumusan masalah 

pada penelitian yang berjudul “Efektivitas kebijakan dan desa terhadap 
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pembangunan infrastruktur didesa Rompu Kecamatan Masamba 

Kabupaten Luwu Utara”. 

Nama Informan : 

Status Informan : 

Lokasi   : 

Tanggal  : 

A. Inti Pertanyaan 

1. Visi dan Misi Desa 

2. Dana Desa 

3. Pembangunan Desa 

4. Infrastruktur  

5. Tepat Target 

6. Tepat Kebijakan 

7. Tepat Proses 

8. Tepat Lingkungan 

9. Respon Masyarakat 

10. Target Pemerintah Desa 

B. Pertanyaan dan Jawaban 

Peneliti (P) 

Visi misi apakah yang ada di Desa ? 

Informan (I) 

  ...........................................  

  ...........................................  

  ...........................................  

  ...........................................  
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Peneliti (P) 

Dana Desa di Alokasikan untuk apa saja ? 

Informan (I) 

 ...........................................................  

 ...........................................................  

  ............................................................  

  ............................................................  

  ............................................................  

  ............................................................  

Peneliti (P) 

Mengapa Dana Desa hanya diperioritaskan untuk Pembangunan Desa dan 

Pemberdayaan Desa ? 

Informan (I) 

  ............................................................  

  ............................................................  

  ............................................................  

  ............................................................  

  ............................................................  

  ............................................................  

  ............................................................  
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Peneliti (P) 

Jelaskan menurut anda apakah Pembangunan Infrastruktur itu penting ? 

Informan (I) 

 ..........................................  

 ..........................................  

 ..........................................  

 ..........................................  

 ..........................................  

 ..........................................  

 

Peneliti (P) 

Apa saja contoh Pembangunan Infrastruktur yang sudah ada di Desa ? 

Informan (I) 

 ...........................................................  

 ...........................................................  

 ...........................................................  

 ...........................................................  

 ...........................................................  

 ...........................................................  
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Peneliti (P) 

Dampak apa yang dirasakan oleh masyarakat dengan Pembangunan 

Infrastruktur ? 

Informan (I) 

 ...........................................................  

 ...........................................................  

 ...........................................................  

 ...........................................................  

 ...........................................................  

 ...........................................................  

Peneliti (P) 

Apa saja faktor penghambat Pembangunan Infrastruktur ? 

Informan (I) 

 ...........................................................  

 ...........................................................  

 ...........................................................  

 ...........................................................  

 ...........................................................  

 ...........................................................  
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Peneliti (I) 

Strategi apa yang bisa dilakukan untuk membangun infrastruktur yang merata 

dan dapat dirasakan semua masyarakat Desa ? 

Informan (I) 

 ...........................................................  

 ...........................................................  

 ...........................................................  

 ...........................................................  

 ...........................................................  

 ...........................................................  

Peneliti (P) 

Kebijakan-kebijakan apa yang harus dikeluarkan pemerintah Desa dalam hal 

Pembangunan Infrastruktur ? 

Informan (I) 

 ...........................................................  

 ...........................................................  

 ...........................................................  

 ...........................................................  

 ...........................................................  

 ...........................................................  
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Peneliti (P) 

Bagaimana hubungan/keterlibatan, pemerintah, masyarakat dan pihak 

ketiga/swadta dalam pelaksanaan pembangunan ? 

Informan (I) 

 ...........................................................  

 ...........................................................  

 ...........................................................  

 ...........................................................  

 ...........................................................  

 ...........................................................  

Peneliti (P) 

Menurut anda apa yang dimkasud dengan pertanggung jawaban pelaksanaan 

pembangunan ? 

Informan (I) 

 ...........................................................  

 ...........................................................  

 ...........................................................  

 ...........................................................  

 ...........................................................  

 ...........................................................  
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Peneliti (P) 

Apakah lingkungan Desa termasuk lokasi yang tepat dalam hal 

pembangunan? 

Informan (I) 

 ...........................................................  

 ...........................................................  

 ...........................................................  

 ...........................................................  

 ...........................................................  

 ...........................................................  

Peneliti (P) 

Target apa yang ingin dicapai oleh sebuah Desa ? 

Informan (I) 

 ...........................................................  

 ...........................................................  

 ...........................................................  

 ...........................................................  

 ...........................................................  

 ...........................................................  
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